PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG
PROVINS] JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWARILAN RAEKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/9 TAHUN 2022
TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA SEMARANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2021 MENJADI PERATURAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

PIMPINAN DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG,

: a. bahwa Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat

SR 1

2.

Daerah Kota Semarang telah menyelesaikan
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota
Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Semarang Tahun Anggaran 2021,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menerbitkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Semarang tentang Persetujuan Penetapan Rancangan
Peraturan Daerah Kota Semarang tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun
Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah;

Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 rtentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah.
Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Djogjakarta;



.
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Peoyeletiggaraan Megara Yang Bersih Dan Bebas Dar
Korupsi, Kolusi Dan Nepodsme {Lernbaran Negaosn
Repullik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keunangan Negara [Lembaran Megara Republk
Indornesia Tabun 2003 MNomaor 47, Tambahan
Lambaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4286);

Undartg-Undang Nomeor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undeamp-lIndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
FPemerksaagn Fengelolaan Dan Tangpungawal
Keuangan Negara (Lembaran  MNegara  Hepublik
midnnesia  'ghan 2004 Nomer 66, Tamnbahan
lembaran Negara Republik Indoniesia Nomor 4400,

Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Ferencanaan Pembangunan  Masional [(Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Nepara Republik I[ndonesis
Momor 4421,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Femeriksaan Keusngan [Lembaran Megara Republik
Indonesia  Tahun 2006  Nomor 85, Tarubahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4634);

Undang-Undang Nomeor 23 Tahun M4 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Eepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 223, Tambabkan
Lembatan Megara Republik lndonesia Nomor 5387
webagaimana telah divbah beberapa  kali, terakr
dengan  Undang-Undang Nomor 11 Tabun 2020
tentang Cipta Kerja  (Lembaran Negars Republik
Indomesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambaban
Lembaran Megara Kepublik Indonesia Nomor 6357 3);

Undanpg-Undang Nomeor 1 Tahun 2022 fcntang
Hubungan Keuangan Antars Pemerintah Pusat dan
Femerintah  Daersh  [Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembearan
Mepgara Republik Indoncesia Momeor 6727,
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Peraluran Pemerintzah Momor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dJan Walal
Kepala Daerah [Lembaran Megara Republk Indonesis
Tahun 2000 Nomor 210, Tatnbahian lembaran Negaca
Republik Indonesia Nowor 4028];

Peratiuran Pemenintah MNotnos 23 Tahun 2005 tentang
Pepgelolaan  Heouangan Badan  Layanan  Umum
Lembaran Wegara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Fembaran Negara Republik
Indomesia Womor 45072), sebagaimana telah dinbah
dengan Peraturan Pemesintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas  Peraturan Pemerincah
Momor 23 Tahun 2005 rentang Pengelolaan keuangan
Badan Layanan Umum [Lembaran Negara Republik
[ndonesia  ‘Tahun 2005 NWomor 171,  Tambahan
Lermnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 53440

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2003 teniang
Dana FPerimbanpan (Lembaran Negara Republik
I[ndomesia Tahun 2005 Nomer 137, Tambahan
Lembatan Negara Republik lndoncsia Nomor 4575

Fermtytan Femerintah Nomor 56 Tahun 2005 tencang
Simlem Informasi Keuangan Dacrah [Lembaran Negara
Republikk Indetesia  Tabun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan
Perzturan Pemerintsh Nomor 63 Tahun 2010 tentang
Ferubaban Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 2005 tentang Sistem Inlormasi  Keuangan
Diaerah  {Lembaran DMNegara  HFepublik Tndonesid
Tahun 2010 Nomor S135);

Peraturar Pemerintah Nomor & Tahun 20006 temrang
Peiaporan Keuangan Dan Kinega Instansi Pemerintah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahurn 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran NWegara Eepublik
Indonesia Nomor 461 4);

Peraturan Femeriniah Nomor 7] Tahun 2010 tentang
Srandar Aluniansi Pemerintahan {Lembaran Negara
Republik Indenesia  Tabun 2010 Momor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Maomor 3163):
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. Peratursm Pemerintah MNomeor 2 Tehun 201Y tentang

Hiteth Daerah {Lermmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Repubbk Indonesia Nomor 5272);

Vergturam  Pemenntah  MNomer 27 Tahun 2014
tentang Penpelolaan Barang Milik  Neguca/ Draeral:
Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014
Momeor 92, Tambahan Lembaran Republik Indpnesia
Nemor 5533] sebagaimana felah  diubsh dengan
Feraturan Pernerintah Momoar 28 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Femerintah Nomor
w7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahur 2020 Noyuor 142, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Momor 6323):

Peraturan Pernerintah Nuomar 12 Tahun 2007 tentang
Pembinaan an  Pengawasan  Pengyelenggaraan
Femerintahan Daerah [Jetbaran Negara Republik
Indomewia Tahuno 2017 Momor 73, Tambahan
Lembaran Megara Republil Indonesia Nomor 604 11;

. Persturan Femeriniah Momor 2 Tabun 2012 tentang

Siandar  Pelayanan  Minimal  (Lembaran HNegara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomer 2, Tambahan
Lembaran Negara Repubilik Indenesia Momeor 8178,

Peraturatl Pemernintah Momor o6 Tehun 20138 tentang
Finjaman Daerah {lembaran Negara FRepublik
Indonesia Tahupn 2018 Homor 248, Tambahan
Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor B279);

Peratiran Pemerinteh Nemor 12 Talran 2019 tentang
Feagelolaan  Keuwangan Dacrah  {Lembaran  Negara
Republik lndonesia Tahun 2419 Nomer 32, Tamhahan
] etnharan Negara Republik Indonesia Nomor 63221

Peraturan Pemerintall Nomor 13 Tahun 201% teotang
Laporan dan Evaluasi Peny¢lenggarasn Femenniahan
Daerah {Lembaran Nogara Republik Tndonesia Tahun
3019 Nomor 52, Tambahan Lembavan Negara Republik
lindonesia Nomor 6323);
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Peraturan Daeralhh Momor 3 Tahun 2003 tentang
Penerimaan Sumbanpan Pihak Keliga Kepada Daerah
{Lembaran [aerah HKota Semarang Tahun 20003
Momor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Eola Semarang  Somor LE
Tahun 2006 tentanp Pengclolaan Keuangan Daerah
{Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 200&
Momor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomot 1) schagamana telah ditkah dengan
FPeraturan Dacrah Kola  Semarang MNoemot 3
Tehun 2013 tentamg Perubahan Atftas Peraturan
Dacrah Kotz Semarang Nomor 11 Tahurn 2008 tentang
Pengelnlaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Dasrah Kota Semarang Nomor 53);

Peraturan Daergh Kota Semarang Nomor 2 Tahun
2311 tentang Bea Perclehan Hak Ataz Tahah dan
Bangunan [Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
M1 Momor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Scmerang Nomor 49 |;

FPeraturan Daesrah Kotas Setnarang Nomor 5 Tahun
2011 tentang Pajak Motel (Lembaran Tkeerah kota
Sernarang Tahun 2041 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 30) gebmgaimana elah
diubah dengarn Peraturan Dacrah Kota Semarang
Nemor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Aras
Peraturan daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajale Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 201% Romor ¢, Tambahan Lembaran Daerah
Kola Semarang Momor 126 ];

Feraturan Daesrah Kora Semarang Nomor 4 Taoun
2011 tentanpg Pajak Restoran [Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2011 Nomoer 4, Tambahan lembaran
Daerah Kota Setnarang Nomor 51). sehagaimana telah
diubah dengart Peratiran Daerah Kota Semarang
MNomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan  Abas
FPeraturant Daerah Kota Serarang Neomor 4 Tabhiun
2011 tentang Pajuak Restoran (Lembaran Daeralh Kota
Semarang Tahun 2018 Momor 3, Tambahan
Lembaran Daerat Kota Semartang Noioor 127
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Peraturan Daerah Kota Sermmarang Nomor 5 Tahun
2] tentang Fajak Hiburan (Lembaran  Daerah
Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 5. Tambaban
Lembaran Daerah  Kota Semarmang WNomor 2%,
zebagaimana telah diubah dengan Peraturan Praerah
Kota Semarang Nomor & Takun 2018 lentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semaralg
Nomor 5 Talwn 2011 tentang  Fa@k Hiburan
(Lerbaran Daerah  Kola Semarang Tahun 2018
Matnor &, Tambahan Lembaran Dacrah Nomor 128];

Peraturan [lacrah Kota Semarang Nomor 6 Tabun
2011 tentang Pajak Reklame [Lembaran Deemh Lota
Semarang Tahun 2011 MNomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 53);

FPerairan Daerah Kot Semarang Bomor 7 Tahun
20311 tentang Pajalk Fenerangun Jalan (Lomberan
Daerah Kota Scmarang Tahun 2011 MNomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
54], stbagaimana telgh dubah denpan Peratummn
Daersh Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Ferubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak FPenerangan
Jalan [Lembaran Dmerah Kota Semarang Tahun 2014
Notmor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2%);

Peraturen Daerah Kota Scmarang Nemor ¥ ‘Tahun
2011 tentane Pujak Air Tanah (Lembaran Dacrah Kota
Semarang Tahun 201t Momeor &, Tambahan
Lembaran Daerah Keta Semerang Nomot 55)1

Peraiuran Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun
2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logarm dan RBatuan
iLembaran Dacrah Kota Semarang Tahun 2011
Momor %, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Momor S6);

Peraturan [haerah leota Scmarang Nomor 10 Tahun
2011 tentang FPajak Parkir (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2011 Nemor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kola Semarang Momar 57);

Peraturan Drerab Kota Semamng Nomor |1 Tahun
2011 tentang Pajak Sarunp Burung Walet (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tabhun 2011 Momor 11,
Tambshat Lembarsn Daerah Kota Semarang Nomor

=8}



3.

3T

38

30

Peraturan Tretah Kota Semarang Nomor 13 Tahun
2011 tentang Pajak Bumn dan Bangunan Ferkotaan
(Lembaran Baerah Kota Semarang Tahun 2081 Nomor
13, Tambahan Lembaman Daerah HKota Semarang
Motnor 60);

Peraturan Deerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Uroum En Kola Semarang
(Lembarsn Daeral  Kota Semarang Tahun o 2012
Numor 2, Tambahan Lembaran Dacrah Kota Semarang
Numor 69), sebageimeana telah  diubab  beberapa kali
teralkhir dengat  Peraturan Daerall Hota Semarang
Nomer 1 Tahun 2017 tentang Perubahsan Kedua Atas
Peraturan Dacrah Nomer 2 Tahun 2012 tentang
Retrbusi Jasa Umum o Kota Semaranpg [Lembaran
(3aerahh Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 1.
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
115);

Peraturan Daerah Kota Semnarang Nomor 3 tahun 2012
tettang ERetmbuai Jasa Uszaha Di Kota Semorang
(Lembaran [racrah  Kota Sewmarang Tabun 2012
Nomor 2, Tambahan Lembaran Traerah Kola
Semarang Momor 70), sebagaimsna telah  digbab
deppan Feraturan Daerah Kota Semarang Numot 7
Tahan 2018 tenlang Perubahan  Atas Peraturan
Daerah Momor 3 Tahun 2012 tenwang Retribusi Jasa
Usaha di Kota Semarang  [Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Ducrah Kota Semarang Nomor 130}

Petaturan Dacrah Kots Semarang Nomor 4 Tahun
2012 tentang Hetobusi Perizinan Tertentu [h Kota
Serarang [Lembaran Daerah Kola Semesang Tahun
30312 HNomor 4, Tambahan Lembaran Praerah kota
Semarang Bomar 71), schagaimana telah  diubah
dengan Peraturan Daerah Nwwor 3 Tahuo 2014
tetitang Perubahan atas Peraturan Daersh Momor 4
Tahun 2012 tentang Hetribusi Perzinan Terntentu Di
Kota Sermarang [Lembarwn Daerah Kota Scmarang
Tahut 2017 Nomor 3, Tambahan Lermbaran [asrah
Kota Semarang Nomor 90);



4. Peratutan Dwuerah Kaota Semarang Nomor 3 Tahun
20203 tentampg Anpgaran Pendapatan dan  Belanja

[Maerah Knla Semarang Tahun Angparan 2021
{Lembatran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor
3k

41, Peraturan Daerah Kota Scmarsng MNoomer 8 Tabun
2021 tentang terubahan Anggaran  Fendapatan
dan Belanja Daerah Kota Scmarang Tahun Angearan
2021 {Lemmbaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020
Momuor 5|;

42 Peraturan Dewan Perwaldlan FRakyat Uoaerah kKota
Scmarang Nommar 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib
Dewan  Perwakilan Ralgat Deerah Kota Semarang
{Betita Daerah Kota Semarang Tahumn 2018 Nomor 71)
schagamimana telah diubaly dengan leraturan Dewsan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semamng Nomor L
Tahun 2019 tentang Petubahan Atas Peraturan Dewan
Perwakilan PFalovat Daerah Kota Semarang Nomar 1
Tahun 2012 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Pakyat Dacmmh Kota Semarang Berita Daersh Kota
Semarang Tahun 2019 Nomor 32,

MEMUTUSEAN:

senetapkan

KESATL . Menyetujui Rancangan Peraturar Daerah Kota Semarang
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Delanja Daerah Kotz Semarang Tahun
Angparan 2021 menjadi Meraturan Daerah.

KEDUIA . Laporan Panita Khusus Dewan Perwakilan Fakyat Daerah
Kats Semarang schagaimana dimaksud dalan konsideran
menimbang huruf a menjadi Lampiran yang merupalan
hagiaty talt terpisahkan dengan Kepufusan ini.

KETICA . Menyerahkan pelaksanaan  Keputusan  ini kepada
Walikots Scmeranp untuk dilaksanalan sesuw dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan knpada?iiﬁl p%E
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Ditetapkan diSemarang
pada tanggal 28 Juli 2022

KETUA
DEWAN PE:RHHEI AN RAKYAT DAERAH

{ LUSMAN

Lo

Gubernur Jawa Tengah;

Walikota S

Para Walkil Ketua DPRD Kota Semarang;
Wakil Walikota Semarang,

Para Anggota DPRD Kota Semarang;
Sekretaris Daerah Kota Semarang;
Sekretaris DPRD Kota Semarang;

Para Asisten Sekda Kota Semarang;
Inspektur Kota Semarang;

Para Kepala Badan Kota Semarang,;
Para Kepala Dinas Kota Semarang;
Kepala Satpol PP Kota Semarang,
Direktur RSUD K.E.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;

. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;

Para Direktur BUMD Kota Semarang,
Para Semarang.



